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KATA PENGANTAR 

 

 

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan 

publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik 

dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai 

upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang 

adil, transparan, dan akuntabel, peran serta penyelenggara 

pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima 

pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi 

Publik. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib 

mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan 

Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan 

Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. 

Oleh karena itu, dengan kegiatan Forum Konsultasi Publik 

yang diselenggarakan oleh Dinbas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun ini, diharapkan antara 

penyelenggara pelayanan dan masyarakat memperoleh solusi 

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan 

pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, mengamanatkan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib 

mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun 

sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, 

transparan dan akuntabel. 

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan 

pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, 

pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka 

pelayanan publik. Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) 

sebagai wadah koordinasi antara Pemerintah sebagai 

Penyelenggara Pelayanan dengan masyarakat diselenggarakan 

dengan komunikasi dua arah, masyarakat dapat memberikan 

masukan dan saran kepada Penyelenggara Pelayanan Publik 

atas layanan yang diterima sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan kualitas pelayanan. 

 

2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan kegiatan FKP adalah : 

a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik terkait pengawasan, 

evaluasi dan dukungan. 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat 

kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh 
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unit penyelenggara pelayanan. 

Manfaat kegiatan FKP adalah : 

a. Pemerintah memperoleh masukan dari publik terkait 

kebijakan pelayanan publik. 

b. Pemerintah mengetahui efektifitas dari kebijakan 

pelayanan publik yang ditetapkan. 

c. Masyarakat, dapat memperoleh kepastian layanan dan 

pengetahuan terkait berbagai kebijakan 

3.  Ruang Lingkup 

FKP Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja diselenggarakan oleh 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja dalam bentuk tatap muka dengan melibatkan 

pihak terkait diantaranya Kepala Bidang Penyelenggaraan 

Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Pengaduan, 

Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Kepala Bidang 

Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan 

Pengendalian Penanaman Modal, Analis Kebijakan Ahli 

Muda, Analis Peraturan Investasi, Pelaku Usaha dan Tokoh 

Masyarakat. 
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METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

FKP Standar  Pelayanan Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Sekadau diselenggarakan di Ruang Rapat Mal Pelayanan 

Publik Kabupaten Sekadau Lantai III pada hari Selasa, 10 

Oktober pada pukul 09.00 WIB s.d. selesai 

 

2. Penyelenggaran dan Peserta FKP 

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dibuka oleh 

Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau dengan 

melibatkan pihak       terkait yaitu : 

a. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non 

Perizinan. 

b. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan 

Layanan. 

c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi 

dan Pengendalian Penanaman Modal. 

d. Analis Kebijakan Ahli Muda. 

e. Analis Peraturan Investasi. 

f. Pelaku Usaha. 

g. Tokoh Masyarakat. 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

FKP Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Sekadau diselenggarakan dengan metode tatap muka. 
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4. Susunan Acara FKP 

Susunan acara FKP Standar Pelayanan Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Sekadau terdiri dari : 

a. Pembukaan dan sambutan oleh Sekretaris 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Sekadau Standar Pelayanan yang ada di Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau; 

b. Masukan kritik/saran dari peserta terhadap 

Standar Pelayanan yang di Sekretaris Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau; 

c. Penandatangan Berita Acara Hasil FKP oleh 

peserta FKP. 
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HASIL PELAKSANAAN FKP 

 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan masukan dari peserta Forum Konsultasi 

Publik (FKP) Revisi/Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan 

DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut, maka beberapa identifikasi 

masalah yang berhasil terjaring yaitu : 

a. Sosialisasi perizinan dan nonperizinan masih belum 

maksimal. 

b. Sanksi perizinan dan nonperizinan belum optimal. 

c. Sulitnya pengawasan dan pembinaan terkait perizinan 

melalui OSS. 

d. Aplikasi OSS  masih menyulitkan pelaku usaha. 

 

2. Analisis 

a. Sosialisasi perizinan dan nonperizinan masih belum 

maksimal, Sosialisasi perizinan dan non perizinan 

sebenarnya sudah dilakukan secara maksimal melalui 

berbagai media offline dan online, hanya saja masih 

terdapat masyarakat yang tidak memanfaatkan media 

yang sudah disediakan untuk memeperoleh informasi 

mengenai perizinan dan nonperizinan yang ada pada 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau. 

b. Sanksi perizinan dan non perizinan belum optimal, Sanksi 

perizinan dan non perizinan sebenarnya perlu 

ditingkatkan antar SKPD  teknis terkait dengan izin yang 

sudah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
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Kabupaten Sekadau. Sehingga Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Sekadau dapat melakukan pemberian sanksi 

pencabutan izin terhadap usaha yang 

melanggar/menyalahi peraturan perundangan-

undangan/ketentuan yang sudah ditetapkan. 

c. Sulitnya pengawasan dan pembinaan terkait perizinan 

melalui OSS,  Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kesulitan dalam 

melakukan pengawasan     dan pembinaan terkait 

perizinan melalui OSS sangat terbatas dikarenakan  SDM 

yang ada jumlahnya terbatas. Terlebih dengan adanya 

struktur organisasi  Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang 

“menghilangkan” eselon IV di bawah bidang sehingga 

menyulitkan dalam melakukan pengawasan. 

d. Aplikasi OSS masih menyulitkan pelaku usaha. 

Permasalahan di daerah terkait OSS RBA adalah menu 

aplikasi OSS sering mengalami perubahan sehingga 

sangat membingungkan pengguna (SKPD sebagai user) 

dan pelaku usaha. 

 

3. Rencana Aksi 

A. Melakukan sosialisasi perizinan dan nonperizinan secara 

intensif melalui berbagai media baik offline maupun 

online. Adapun media offline dan online yang sudah 

digunakan dalam penyebaran informasi perizinan dan 

nonperizinan seperti : 

a. Brosur/leaflet/pamplet yang diserahkan kepada 
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SKPD layanan, Kantor Kecamatan, Ruang pelayanan 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, Papan 

Pengumuman. 

b. Website, Facebook Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Sekadau. 

c. Baliho/reklame yang ditempatkan di Halaman Kantor 

Kecamatan. 

d. Banner. 

e. Spanduk. 

f. Media Massa (Radio/Surat Kabar). 

g. Sosialisasi perizinan dan nonperizinan (secara tatap 

muka). 

B. Meningkatkan koordinasi secara intensif antar SKPD 

teknis terkait penerbitan, pembinaan dan pengawasan 

perizinan dan nonperizinan melalui pertemuan/rapat 

koordinasi 

C. Mengajukan permintaan tenaga/SDM kepada BKPSDM 

Kabupaten Sekadau  terkait penambahan SDM untuk 

melakukan pengawasan. 

D. Memberikan masukan terkait penggunaan aplikasi OSS 

kepada Kementerian Investasi RI/BKPM RI melalui forum 

pertemuan/rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Investasi RI/BKPM RI agar lebih 

meningkatkan sosialisasi di tingkat daerah. 
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PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi 

Publik Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, maka 

identifikasi masalah yang harus segera dilakukan rencana aksinya 

yaitu: 

a. Sosialisasi perizinan dan nonperizinan masih belum 

maksimal. 

b. Sanksi perizinan dan nonperizinan belum optimal. 

c. Sulitnya pengawasan dan pembinaan terkait perizinan 

melalui OSS. 

d. Aplikasi OSS  masih menyulitkan pelaku usaha. 

Keseluruhan identifikasi masalah tersebut merupakan 

saran/masukan dari perwakilan peserta FKP yang 

dituangkan ke dalam Berita Acara (terlampir). Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Sekadau selaku penyelenggara pelayanan 

publik berkomitmen untuk segera menindaklanjuti 

saran/masukan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 
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